LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomer S- \24  /PK/2019

Tanggal © g, PAere) 2019
HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BURU
Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Kode Daerah: 2504

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan

1. | Nama Pasal 2 . Telah sesuai dengan UU Nomor
(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi 28 Tahun 2009.
atas Pemakaian Kekayaan Daerah,

2. | Objek Ketentuan Pasal 2 ayat (2) disempurnakan menjadi sebagai berikut: 1. Jenis kekayaan daerah
dijadikan  objek

{2)

Pasal 2
Objek Retribusi adalah pelayanranjasa Pemakaian Kekayaan Daerah

d d5-d g d a a gdd d

gikelola-eleh-Pemerintah-Baerah, yang terdiri dari:
tanah;

bangunan/kios;

gedung aula;

alat berat;

alat/mesin pertanian;

media baliho/reklame;

kendaraan bermotor apung/jetsky;

Videotron dan-Website-Pemda; dan
Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang fidak mengubah
fungsi dari tanah tersebut.

Te@ o o0 o

(2)

Pasal 2

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian
Kekayaan Daerah yang terdiri dari:

tanah;

bangunan/kios;

gedung aula;

alat berat;

alat/mesin pertanian;

media baliho/reklame;

kendaraan bermotor apung/jetsky;

Videotron; dan

AR (sebutkan jenis kekayaan daerahnya)

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah
fungsi dari tanah tersebut.

Te te oo oo

yang
retribusi harus benar-benar
dimiliki oleh Pemerintah
Daerah dan dicantumkan
secara jelas dalam perda
sesuai ketentuan Pasal 128
dan Pasal 156 UU Nomor
28 Tahun 2009.

Website bukan merupakan
objek Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah sesuai
ketentuan Pasal 128 UU

Nomor 28 Tahun 2009.

Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
seyogyanya hanya
dipungut terhadap
kekayaan daerah yang
bersifat mendukung

pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintahan serta
tingkat  pemanfaatannya
belum optimal. Beberapa
jenis  kekayaan daerah
yang bersifat seperti itu
telah tercantum dalam
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Penggunaan Jasa

Pasal 5

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi
dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan |
penjelasan Pasal 128 UU
Nomor 28 Tahun 2009,
3. Subjek Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:
Pasal 3 Pasal 3 1. Disesuaikan dengan
' o o ketentuan Pasal 139 UU
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang | (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai Nomor 28 Tahun 2009
memakai/menikmati kekayaan daerah diwajibkan-rmembayar-Retribusi kekayaan daerah.
Pemakaian-Kekayaan-Dasrah; (2) Dikecualikan sebagai subjek retribusi adalah Pemerintah Daerah dalam
(2) Dikecualikan sebagai subjek retribusi adalah Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan
rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
pelayanan masyarakat,
Pasal 4 = 2. Telah sesuai dengan UU
Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Nemar 28 TaRun 2008,
badan yang menurut kefentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Refribusi, termasuk pemungut atau
pematong Retrbusi.
4 Golongan Retribusi - Ditambahkan salu pasal baru yang mengatur tentang golongan refribusi | Disesuaikan dengan ketentuan
sebagai berikut: Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun
2009
Pasal ...
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Usaha.
5 Cara Mengukur Tingkat Ketentuan Pasal 5 disempumakan menjadi sebagai berikut: Disesuaikan dengan ketentuan
UU Nomeor 28 Tahun 2009




Retribusi

(1) Struktur dan besamya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
berdasarkan klasifikasi, jenis pelayanan serta besarnya kualifikasi
pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini,

Lampiran

A. BANGUNANKIOS

FARIE-SEWA PEMAKAIAN BANGUNANIIOS
; Tarf Ry
o TFadf{Rg)
Neg Obyek-retiopst Satvan PersTahun
4 2 3 4 5

Ketentuan pada Lampiran disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Lampiran

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
6. | Prinsip Penetapan Struktur dan Pasal 6 - Telah sesuai dengan UU Nomar
; e 28 Tahun 2009.
Hesam e bt et (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif Retribusi
Pemakaian Kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
7. | Struktur dan Besamya Tarif Pasal 7

1. Aset yang peruntukannya
bersifat khusus
merupakan/menjadi objek
retribusi  pada jenis
retribusi lainnya.

2. Dengan demikian,

pemakaian kios pada
pasar seyogyanya

%13




No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

PASARKELASH
PERMANEN2%-2 Sda | £00,000,00
PERMANEN-2-%-3 Sda | 600,000,008
PERMANEN 3 %3 Sde | /0000000
PERMANEN3x4 Sda | 800,000.90
PERMANEN-3-%5 Sda | 900,000,609
PERMANEN4--4 Sda | 900,00000
PERMANEN-KELAS -}

Bangunan-tama

Bangunan-Bamt

PERMANEN-KELASi

dipungut melalui Retribusi
Pelayanan Pasar atau
Retribusi Pasar Grosir
dan/atau Pertokoan.
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
Retribusi Pemakaian
B. GEDUNG SERBAGUNA A. GEDUNG SERBAGUNA Kok Daetah
TARIF-SEWA CEBUNG-SERBAGENA seyogyanya hanya
No Obyek Retribusi Satuan Tarif (Rp) Keterangan Obyek Retribusi el Tarif g:t;ibusi Keteran gl;’_;(ungut . Lemadap
p gan ekayaan daerah yang
1. | Sewa Gedung Aula e g
punyai sifat:
kelengkapan : Gedung Aula 5.000.000,- per .... | Aula a. mendukung
a. AC Standing 6 Unit 5.000.000,- Aula dengan kelengkapan sbb: pelaksanaan tugasT
b. Panggung Paket/hari a. AC Standing 6 Unit g:nm intatan fungsi
¢. Meja Prasmanan 10 Buah b. Panggung Paket/hari b tngkat i
d. Soundsystem 13et ¢. Meja Prasmanan 10 Buah pemanfaatannya
Standar d. Soundsystem Standar 1 Set belum optimal; dan
e. KursiVip 200 Buah e. Kursi Vip c. gzgpa - rﬁiasg::iﬁzﬂ
f. Kursilipat 250 Buah f. Kursilipat 200 Buah SiflERasth,
standar/Plastik standar/Plasiik 250 Buah Beberapa jenis kekayaan
g. Infokus + Layar g. Infokus + Layar daerz;tlj . ﬁnat ber?ifat
a—HursiVip UnitHad | 2:000- seperti itu telah tercantum
2 ' - wiss | 4000 dalam penjelasan Pasal
b K R 128 UU Nomor 28 Tahun
standariplastic 2009,
Dengan demikian,
pemakaian kursi VIP dan
dan kursi lipat
standar/plastic bukan

merupakan objek Retribusi
Pemakaian Kekayaan

QPS




No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

B. BIS PEMDA DAN PICK UP

3. | a BisPemda (full Ac) Hari 1,500,000, | dalam
Daerah
Kab. Buru
2.500.000,- | Luar
Daerah
Kab. Buru
b. Pick Up Hari 500.000, dalam
Daerah
Kab. Buru
1.000.000,- | Luar
Daerah
Kab. Buru
C. ALAT BERAT
TARIF-SEWA-PEMAKAANALAT-ALAT BERAT
No | Jenis Alat Berat Tarif (Rp/Jam) Tarif (Rp/Hari)
Awal Pembulatan
Whell Loader
k 482 - 4.000,- 588.000,-
1 2004 83.492 84.000
Three Whel
; 625 - 116.000,- 812.000,-
2 Rooler 2002 ol
3, | Motor Grader 565.95- |  566.000, 3,.062.000-
2016
D. ALAT PERTANIAN
TARIE-SEWA-PEMAKAIAN-ALAT-PERTANIAN
No Jenis Alat Mesin Pertanian Satuan Tarif (Rp)
1 2 3 4

No | Obyek Retribusi | Tarif Retribusi (Rp) Keterangan
1. | Bis Pemda (full | 1.500.000, /unitthari | dalam Daerah Kab. Buru
Ac) 2.500.000,- funit/hari | Luar Daerah Kab. Buru
2. | Pick Up 500.000, /unit/hari dalam Daerah Kab. Buru
1.000.000,- /unit/hari | Luar Daerah Kab. Buru
C. ALAT BERAT
No | Jenis Alat Berat Tarif (Rp/Jam) Tarif (Rp/Hari)
Awal Pembulatan
g, | Whell Loader 83492 |  84.000- 588.000,-
2004
Three Whel
; 115.625,- 116.000,- 812.000,-
2 Rooler 2002
g, |aloroladet 565.95, |  566.000, 3.962.000-
2016
D. ALAT PERTANIAN
No Jenis Alat Mesin Pertanian Tarif (Rp)
1 2 4

10.

Daerah sesuai ketentuan
Pasal 128 UU Nomor 28
Tahun 2009.

Struktur  tarif  retribusi
antara pemakaian gedung
dan pemakaian bis pemda
dan pick up dipisahkan.
Satuan wakiu dan unit
pada tarif retribusi
disempurnakan agar tidak
ambigu.

Legal drafting
disempumnakan.

Legal drafting
disempurnakan.

Struktur  tarif  retribusi
disempurnakan agar tidak
ambigu.

Legal drafting
disempurnakan.
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
1. | Traktor roda 2 Ha Rp. 75.000,- 1. | Traktor roda 2 Rp. 75.000,- per Ha
2. | Traktorroda 4 Ha Rp 100.000,- 2. | Traktorroda 4 Rp 100.000,- per Ha
3. | Rice Trasnplanter Ha Rp. 100.000,- 3. | Rice Trasnplanter Rp. 100.000,- per Ha
4. | Combine Harverser Ha Rp. 400.000,- 4, | Combine Harverser Rp. 400.000,- per Ha
5. | RMU (Penggilingan padi) Ten Rp. 100.000,- 5. | RMU (Penggilingan padi) Rp. 100.000,- per Ton
6. | Dryer (Pengering) Ten Rp. 100.000,- 6. | Dryer (Pengering) Rp. 100.000,- per Ton
E. MEDIAMEDIABILLBORD E. MEDIA BILLBOARD PEMDA 11. Legal drafting
disempurmnakan.
No | Obyek Retribusi | Satuan Tarif (Rp) Keterangan No | Obyek Retribusi | Satuan Tarif (Rp) Keterangan
1. | Baliho 1. | Baliho
a. Ukuran 2 x 3 M2 630.000,-/bulan a. Ukuran 2 x 3 M? 630.000,-/bulan
b. Ukuran 3 x 4 M2 1.260.000,-/bulan b. Ukuran 3 x 4 M2 1.260.000,-/bulan
¢. Ukuran4 x 6 M2 2.520.000,-/bulan ¢. Ukuran4 x 6 M? 2.520.000,-/bulan
d. Ukuran 5 x 10 M2 5.250.000,-/bulan d. Ukuran 5 x 10 M? 5.250.000,-/bulan
F. KENDARAAN BERMOTOR APUNG/JETSKY F. KENDARAAN BERMOTOR APUNG/JETSKY PEMDA 12. Legal drafting
: SEWA PEMAKALAN RA, UNGL disempurnakan.
NO OBJEK RETRIBUSI WAKTU TARIF (Rp) NO OBJEK RETRIBUSI WAKTU TARIF (Rp) [
1 Jetsky Yamaha FX 700 cc | 1 (satu) Bulan | Rp. 2.000.000,-/unit 1 Jetsky Yamaha FX 700 cc | 1 {satu) Bulan | Rp. 2.000.000,-/unit ‘

OBJEK
B | o WAKTY TARIE{Rp) KET
+ | Paketd 1 {satu) bulan | Rp—4-000.000/hal | Preft

13. Pemakaian website resmi
pemda bukan merupakan
objek Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah sesuai
ketentuan Pasal 128 UU
Nomor 28 Tahun 2009.

A}; 7




Pembayaran, Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

28 Tahun 2009.

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
3 TARIF-SEWA-PEMAKAIN REKLAME VIDEGTRON G. VIDEOTRON PEMDA 14. Legal crefiing
i ; disempurnakan.
S Tarif .
N (30 detik) Detik | e | Hermeeni Tokesst Jumiah Sewa M? (E::ZL Detik | Hari | Tarif Tayang T:::ifsi Total Tarif
6 |[200000- | 30 | 1 200.000,00 | 200.000,00 400.000,00 detik)
6 | 200.000,- 45 1 300.000,00 | 200.000,00 500.000,00 6 | 200.000,- 30 1 200.000,00 | 200.000,00 400.000,00
6 |200.000- | 60 | 1 400.000,00 | 260.000,00 600.000,00 6 | 200.000- | 45 | 1 300.000,00 | 200.000,00 |  500.000,00
6 | 200.000, 75 1 500.000.00 | 200.000,00 700.000,00 6 | 200.000,- 60 1 400.,000,00 | 200.000,00 600.000,00
6 | 200.000,- a0 1 600.000,00 | 200.000,00 800.000,00 6 | 200.000,- fE3] 1 500.000.00 | 200.000,00 700.000,00
6 | 200.000- | 105 1 700.000,00 | 200.000,00 900.000,00 6 | 200.000,- 90 1 600.000,00 | 200.000,00 800.000,00
6 | 200.000- | 120 | 1 | 800.000,00 [ 200.000,00 | 1.000.000,00 6 | 200000~ | 105 | 1 700.000,00 | 200.000,00 900.000,00
6 |200.000- | 30 | 7 | 1.400.000,00 | 200.000,00 | 1.600.000,00 6 |200.000- | 120 | 1 | 800.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00
6 | 200.000,- 45 7 2.100.000,00 | 200.000,00 | 2.300.000,00 6 | 200.000,- 30 7 1.400.000,00 | 200.000,00 { 1.600.000,00
Dst 6 | 200.000,- 45 7 2.100.000,00 | 200.000,00 2.300.000,00
Dst
8. | Wilayah Pemungutan Pasal 8 - Telah sesuai dengan UU Nomor
Retribusi Jasa Usaha dipungut di Wilayah Daerah. S5 TRl 2
9. | Penentuan Pembayaran, Tempat Pasal 10 ' Telah sesuai dengan UU Nomor

[
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| No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
(1) Dckumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 11
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
{2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain ditunjuk, maka hasil
penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum
Daerah selambat-fambatnya 1 x 24 jam,
10. | Sanksi: Telah sesuai dengan UU Nomor
a. Administratif Pasal 12 28 Tahun 2009,
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
b. Pidana Pasal 25 _
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
Pasal 26
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan penerimaan
Negara,
11. | Penagihan Pasal 13 Telah sesuai dengan UU Nomor
) . ) _ 28 Tahun 20089,
(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
didahului dengan Surat Teguran.

A
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No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

(2)

@)

(4)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka wakiu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima Wajib Retribusi
harus melunasi retribusinya yang terutang.

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.

12.

Penghapusan Piutang Retribusi
yang Kedaluwarsa

(1)

(2)

(4)

(5)

Pasal 19

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kadaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (figa) tahun terhitung sejak saat terutangnya

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di

Bidang Retribusi;

Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika :

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun fidak langsting.

Dalam hal diterbitkan surat tequran sebagaiamana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

surat teguran tersebut;

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah;

Pengakuan utang Retribusi secara fidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permchonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Waijib Retribusi.

Telah sesuai dengan UU Nomor

28 Tahun 2009.




No. - Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi Keterangan

Pasal 20

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah
yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

13. | Tanggal Mulai Berlakunya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU Nomor

14, | Lain-lain

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasalfayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasalfayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasallayat dalam
Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

St “”‘M . Jakata, 26 Movak 2019
Fy -{% .'\
a.n .,D|rekiur Jenderal Perimbangan Keuangan,
3 'p&rektur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
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